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BABI1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan
kapabilitas dan efektifitas dalam menjalankan roda pemerintahan, namun pada
kenyataannya pemerintah daerah umumnya belum menjalankan fungsi dan
peranan secara efisien terutama dalam pengelolaan keuangan daerah. Kondisi ini
muncul karena pendekatan umum yang digunakan dalam penentuan besar alokasi
dana untuk setiap kegiatan adalah pendekatan inkramental, yang didasarkan pada
perubahan satu atau lebih variabel yang bersifat umum seperti tingkat inflasi dan
jumlah penduduk.

Selainitu, pendekatan lain yang digunakan adalah line item budget yaitu
perencanaan anggaran yang didasarkan atas pos anggaran yang telah ada
sebelumnya. Pendekatan ini tidak memungkinkan pemerintah daerah -untuk
menghilangkan satu atau lebih pos pengeluaran yang telah ada, meskipun pos
pengeluaran tersebut sebenarnya secara rill tidak dibutuhkan oleh unit kerja yang
bersangkutan. Sementara itu analisis mendaiam mengenai struktur, komponen dan
tingkat biaya dari setiap kegiatan belum pernah dilakukan.

Prosedur akuntansi pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) meliputi
serangkaian proses dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai pada pelaporan
keuangan dalam rangka pertanggungjawaban APBD (Anggaran Pendapatan
Belanja Derah) yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi
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satuan kerja perangkat daerah merupakan entitas akuntansi kerja, dalam intruksi

keuangan daerah terdapat duajenis satuan kerja perangkat daerah yaitu:
1) Satuan kerja perangkat daerah (SKPD)

2) Satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) prosedur akuntansi pada
SKPD meliputi serangkaian proses pencatatan atas pendapatan, belanja asset

dan selain asset dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.

Dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan belanja merupakan instrument
penting untuk menunjang terlaksananya program dan kegiatan. Belanja Daerah
adalah semua pengeluaran dari kas umum Negara/Daerah yang mengurangi
ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan

diperoleh pembayaranya kembali oleh pemerintah.

Akuntansi untuk belanja modal berorientasi pada masa depan yaitu
memprediksi keadaan yang akan dialami oleh Dinas Pekerjaan Umum. Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Langkat juga mempunyai data keuangan yang
kompleks sehingga perlu dilakukan pencatatan perencanaan anggaran untuk
belanja modal pada Dinas Pekerjaan Umum. Agar tidak terlalu luas pembahasan
yang dilakukan dalam penelitian, maka penulis menggunakan laporan posisi
keuangan dari Dinas Pekerjaan Umum.

Dinas Pekerjaan Umum merupakan salah satu kantor yang bergerak di
bidang jasa pemborongan proyek dan konsultasi bidang cipta karya atau bidang
pengairan. Untuk tetap menjaga kelangsungan hidup perusahaan, maka Dinas

Pekerjaan Umum perlu melakukan analisa laporan keuangan sebagai salah satu
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tugas akhir ini. Selain itu Penulis dapat mengetahui tentang cara
penerepan akuntansi yang baik dan benar untuk belanja modal

berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini diaharapkan dapat memberikan
informasi kepada pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Langkat
tentang tata cara pembuatan perhitungan dan laporan keuangan dengan
penerapan akuntansi yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.71

Tahun 2010, yang selama ini mereka lakukan.

3. Akademis

Penelitian yang dilakukan oleh penuliis ini diharapkan dapat menjadi
bahan acuan untuk melakukan penelitian dimasa yang akan datang
khususnya penelitian mengenai Evaluasi Penerapan Akuntansi Untuk
Belanja Modal Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71Tahun 2010

mengenai Standart Akuntansi Pemerintahan.
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BABII

LANDASAN TEORI

A. Akuntansi

1. Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Menurut Abdul Halim dan Syam Kusyufi (2009:11) Akuntansi sektor
publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada
pengelolaan dana masyarakat di lembaga lembaga tinggi Negara dan departemen
departemen dibawahnya, pemerintahan daerah, BUMN, BUMD, LSM pada sektor
dan yayasan sosial. maupun pada proyek proyek kerjasama pada sektor publik dan
swasta”.

Menurut Amin widjaja Tunggsal (2010:11) Akuntansi seketor publik adalah
suatu proses pengumpulan,pencatatan pengikhtisaran,penganalisaan dan pelaporan
transaksi keuangan suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan

bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan.

2. Tujuan Akuntansi Sektor Publik
1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat
efisien dan ekonomis suatu operasi dan aliokasi sumber daya yang
dipercayakan kepada organisasi tujuan ini terkait dengan pengendalian
manajement (Manajement control) .
2. Memberikan informasi yang memungkinkan para menejer untuk
melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan

efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya.
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Dan memungkinkan bagi pegawai pemerintahan untuk melaporkan kepada
publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik tujuan ini

berkaitan dengan akuntabilitas (accountability).
3. Penganggaran Sektor Publik

Menurut Indra Bastian ( 2005:163 ), Perencanaan merupakan bagian yang
tidak dapat dipisahkan dari proses maanjemen organisasi. Demikian juga, anggaran
mempunyai posisi sangat penting. Anggaran mengungkapkan apa yang akan
dilakukan di masa mendatang. Pemikiran strategis di setiap organisasi adalah
proses di mana manajemen berpikir tentang pengintegrasian aktivitas kearah tujuan
organisasi. Semakin bergejolak lingkungan pasar, teknologi, dan ekonomi
eksternal, maanjemen akan didorong untuk menyusun strategi. Pemikiran strategis
maanjemen didokumentasikan dalam berbagai dokumen perencanaan. Keseluruhan

proses diintegrasikan dalam prosedur penganggaran organisasi.

Menurut Mashun (2006:26) Organisasi adalah sekelompok orang yang
berkerja sama secara terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu atau sejumlah
sasaran yang telah ditetapkan bersama. Setiap organisasi mempunyai tujuan
spesifik yang hendak dicapai dan memerlukan managen yang baik agar bisa
mencapai tujuan tersebut, tujuantersebut dapat bersifat kualitatif dan kuantitatif
yang dapat dibagi menjadi tujuan yang bersifat financial maupun nonfinancial.

Tujuan dari setiap organisasi sangat bervariasi tergantung pada tipe organisasi

pada dasarnya terdapat 4 tipe organisasi :
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1. Pure profit organization
Pure profit organization adalah organisasi yang bertujuan untuk
menyediakan atau menjual barang dan jasa dengan tujuan utama untuk memperoleh

laba sebanyak banyaknya sehingga bisa dinikmati oleh para pemilik.

2. Quasi profit organization

Quasi profit organization adalah organisasi yang bertujuan untuk
menyediakan atau menjual barang dan jasa untuk memperoleh laba dan mencapai
tujuan lain sebagaimana yang dikehendaki oleh pemilik
3. Quasi non profit organization

Quasi non profit organization adalah organisasi yang menyediakan atau
menjual barang dan jasa dengan maksud untuk melayani masyarakat dan
memperoleh keutungan.

4. Pure non profit organization

Pure non profit organization adalah organisasi yang menyediakan atau

menjual barang dan jasa untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Menurut Husen dan Mowen (2010:52) Anggaran dapat diinterprestasikan
sebagai paket pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diaharapkan
akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Didalam tampilannya,
anggaran selalu menyertakan da penerimaan dan pengeluaran yang terjadi dimasa
lalu.Kebanyakan organisasi sector public melakukan pembedaan krusial antara

tambahan modal dan penerimaan, serta tambahan pendapatan dan
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pengeluaran.Dampaknya adalah pemisahan peyusunan anggaran tahunan dan
anggaran modal tahunan.

Menurut Abdul dan Muhammad igbal (2010:41) jenis anggaran sektor

publik yaitu
1. Jenis anggaran sektor publik adalah :

a. Anggaran Negara Daerah APBN/APBD (Budget of state)

b. Rencana Kegiatan dan Anggaran perusahaan (RKAP) yaitu anggaran
usaha setiap BUMN/BUMD Serta bahan Hukum publik atau gabungan
publik swasta.

c. Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP), yaitu anggaran
usaha setiap BUMN/BUMD serta bahan hukum public atau gabungan
Publik swasta.

2 Fungsi dari anggaran tesebut adalah :

a. Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja.

b. Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan
dimasa mendatang.

c. Anggaran sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan
berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antara atasan dan bawahan.

d. Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja.

e. Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan efektif dan efisien
dalam pencapaian visi organisasi.

f. Anggaran merupakan instrumen politik.

g. Anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal/
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a. Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Halim dan Igbal( 2009:23 ) Keuangan daerah dapat diartikan
sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang juga segala
satuan baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah
sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi
sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Pengelolaan keuangan
daerah adalah Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan,

pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Menurut Surya Novi (2010:48) dokumen sumber yang digunakan dalam
akuntansi belanja di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yaitu Surat
Penyediaan Dana (SPD), Surat Perintah Membayar (SPM), Kuitansi Pembayaran
dan bukti pengeluaran kas lainnya.

Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2005 menjelaskan Standar Akuntansi
Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Setiap
entitas pelaporan pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menerapkan
Standar Akuntansi Pemerintahan.Maksud dari penyusunan standar akuntansi

pemerintahan yaitu dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan

b. Belanja Daerah
Menurut Tanjung (2007 :38)“Belanja daerah merupakan pengeluaran
daerah yang mengurangi ekuitas atau kekayaan bersih daerah dan tidak dapat

diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah”.
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Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kayaan bersih.Belanja daerah di bagi menjadi dua jenis yaitu
Belanja Langsung dan Belanja tidak langsung.

1. Belanja langsung adalah belanja yang di anggarkan terkait secara langsung
dengan program dan kegiatan Belanja langsung di kelompokkan menjadi
Belanja pegawai , Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal .

2. Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara
langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan belanja tidak langsung di
kelompokkan menijadi : Belanja Pegawai , Belanja Bunga ,Belanja Subsidi ,
Belanja Hibah , Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil.

5.  Akuntansi Transaksi Belanja SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)

Menurut Rosdini (2008 :50) beberapa hal yang berkaitan dengan akuntansi
transaksi belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Transaksi belanja di
SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)dicatat oleh Petugas Penatausahaan
Keuangan Daerah (PPKD) Petugas Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (PPK-SKPD), Koreksi atas peenerimaan kembali belanja yang
tejadi pada periode pengeluaran belanja, dicatat sebagai pengurang belanja
Akuntansi dilaksanakan berdasarkan asas bruto. Untuk transaksi belanja modal,
pencatatan dilakukan secara corollary, yaitu dicatat dengan 2 (dua) jurnal

1. Transaksi belanja di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dilakukan
dengan 2 (dua) cara yaitu:
a. Pembayarannya dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah Uang

Persediaan/Ganti Uang/ (SP2D UP/GU/TU)
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langsung, yaitu belanja pegawai kemudian belanja langsung yaitu: belanja pegawai,
belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Belanja modal yang dimaksudkan
adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang
memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi Belanja modal terdiri dari:

a. Belanja Tanah

b. Belanja Peralatan dan Mesin

c. Belanja Gedung dan Bangunan

d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

e. Belanja Aset Tetap lainnya

-

Belanja Aset lainnya.

Menurut Hariadi, dkk (2010:134) Sistem Akuntansi SKPD (Satuan Kerja
Perangkat Daerah) meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan,
pengikhtisaran, sampai pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dapat
dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Prosedur akuntansi
SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) meliputi:

1. Akuntansi Anggaran
2. Akuntansi Pendapatan
3. Akuntansi Belanja

4. Akuntansi Aset

5. Akuntansi Selain Kas.

Basis akuntansi yang di gunakan dalam laporan keuangan pemerintahan

adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan belanja dan pembiayaan dalam
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laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset,kewajiban dan
ekuitas dalam neraca.Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarati bahwa
pendaapatan di akui pada saat kas di terima di rekening kas umum negara/daerah
atau oleh entitas pelaporan dan belanja di akui pada saat kas dikeluarkan dari
rekening kas umum negara/daerah atau entitas pelaporan.

Sedangkan basis akrual untuk neraca berarti bahwa asetkewajiban dan
ekuitas dana di akui dan di catat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat
kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa
memperhatikan saat kas atau setara kas di terima atau di bayar.Sistem pencatatan
yang di gunakan pemerintah pada saat ini adalah sistem ganda (doble entry system)
sesuai dengan PP No.24 tahun 2005.Menurut permedagri No 13 tahun 2006,yang
melaksanakan sistem akuntansi ini adalah PPK SKPD pada level SKPD dan BUD
pada level SKPKD.Sistem akuntansi pemerintahan daerah menurut Permendagri
No.13 tahun 2006 pasal 232 ayat (3) meliputi serangkaian prosedur, mulai dari
proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan, dan peringkasan atas
transaksi dan/ atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka
pertanggugjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau

menggunakan aplikasi komputer.

B. Belanja Modal

1. Pengertian Belanja Modal.

Menurut Kasmir ( 2008 : 249 )Belanja modal merupakan pengeluaran
anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan

aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.Nilai aset
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tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangunan di tambah seluruh
belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset tersebut siap
digunakan. Belanja modal meliputi: Belanja Modal tanah, Belanja Modal peralatan

dan mesin, Belanja Modal gedung dan bangunan, Belanja Modal jalan irigasi dan

jaringan , Belanja modal aset tetap lainnya, Belanja aset lainnya ( aset tidak

berwujud ) .
2. Jenis-jenis Belanja Modal

Menurut Tunggal (2000 : 91) Belan Modal terdiri dari yaitu:

a. Belanja Modal Tanah
Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran atau biaya yang di
gunakan untuk pengadaan atau pembelian pembebasan,
peneyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan,
pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan
pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah
dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah Pengeluaran baiaya yang
di gunakan untuk pengadan atau penambahan atau penggantian dan
peningkatan kapasitas peralatan dan mesin,serta inventaris kantor
yang memberikan manfaat lebih dari 12 bulan,dan sampai peralatan
dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Belanja Modal Gedung dan Bnagunan adalah pengeluaran atau biaya

yang digunakan untuk pengadaan ataua penambahan
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penggantian,dan termasuk pengeluaran untuk
perencanaan,pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan
bangunan gedung yang menambah kapasitas sampai gedung dan
bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
d. Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan.
Belanja Modal Jalan Irigasi dan jaringan adalah biaya yan digunaan
untuk pengadaan penambahan atau penggantian peningkatan
pembangunan atau pembuatan serta perawatan,dan termasuk
pengeluaran untuk perencanaan,pengawasan dan pengelolaan jalan
irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi
dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
2. Kriteria Belanja modaldan Prinsip Pengakuran Pengukuran Belanja
Modal
Menurut salamah wahyuni (2008:23) “Kriteria Belanja Modal pengeluaran
tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset atau asset lainnya yang dengan
demikian menambah asset pemerintah.pengeluarn tersebut melebihi batas minimal
kapitalisasi asset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah”.
Prinsip Pengakuan dan pengukuran Belanja modal Menurut Mardiasno
(2009:45) “Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas
umum daerah Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran,pengakuan belanjanya
terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang di sahkan oleh unit

yang mempuyai fungsi perbendaharaan”.
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C. Penelitian Terdahulu

Tabel I1.1
Penelitian Terdahulu
Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil penelitian
Syafitri Analisis  Implementasi | Pekerjaan kabupaten
(2012) Akuntansi belanja modal | bitung saat ini telah
PP No. 71 tahun 2010 | melaksanakan pengolaan
pada pekerjaan umum | kevangan untuk belanja
kota bitung . modal sesuai dengan
dengan peraturan
pemerintah No 71 tahun
2010 tentang standart
akuntansi pemerintah.
Siti Maryam Mohamad Evaluasi Penerapan | Bahwa penerapan
(2014) Akuntansi untuk Belanja | akuntansi untuk belanja
Modal Berdasarkan PP | modal pada dinas
No. 71 tahun 2010 pada | pekerjaan umum kota
Dinas Pekerjaan Umum | manado menambah
Kota Manado. tenaga kerja yang
memiliki keahlian di
bidang akuntansi agar
dapat menghasilkan
laporan keuangan yang
tepat untuk
meningkatkan kinerja
institusi.
Heri Adi prabowo Evaluasi perlakuan | Bahwa prosedur
(2010) akuntansi kapitalisasi | kapitalisasi belanja yang
belanja yang dapat diakui | dapat diakui sebagai aset
sebagai aset gedung dan | gedung dan bangunan
bangunan dalam neraca | pada pemerintah daerah
daerah pada prinsipnya tidak
diatur secara spesifik
dalam peraturan
perundang — undang
daerah.
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Table I11.1
Rincian Waktu Penelitian
No | JenisKegiatan 2015-2016
Okt [ Nov | Des | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Juni

1 | PengajuanJudul
2 | Penyelesaian

Proposal
3 | Bimbungan

Proposal
4 | Seminar Proposal
5 | Pengumpulan Data
6 | Pengolahan Data
7 | Seminar Proposal
8 | SidangMejaHijau

B. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Menurut Sugiono (2010:80) populasi adalah totalitas dari semua objek atau

individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan di teliti.

Populasi dalam penelitian ini adalah apakah akuntansi belanja modal dinas

pekerjaan umum kabupaten langkatsudah sesuai dengan peraturan pemerintah no

71 tahun 2010

2. Sampel

Menurut Sugiono Sampel adalah Bagian dari populasi yang di ambil
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D. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu
data kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka-angka yang di peroleh dari

sumber data.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data
sekunder yaitu data yang di peroleh dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Langkat seperti struktur organisasi, sejarah singkat perusahan, Visi dan Misi
daftar laporan keuangan (2013-2014) di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Langkat, mengenai Evaluasi Penerapan Akuntansi Belanja Modal Berdasarkan

Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diguanakan dalam penelitian ini adalah :

1. Teknik wawancara : dilakukan wawancara secara langsung dengan salah
satu pihak di Dinas Pekerjaan Umum Pemerinntahan Kabupaten Langkat
mengenai penerapan akuntansi untuk belanja modal berdasarkan
peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010.

2. Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari
dokumen, bukti — bukti atau catatan yang berhubungan dengan penerapan

UNIVERskunensEontnk Aeiagja model berdasarkan PP No.71 Tahun 2010.
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